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ABSTRACT

Land acquisition for Jogja-Bawen | Toll Road in Bligo have been carried out
since 2022, is a form of infrastructure construction equality that is done through
Constitution No. 2/2012. Compensatory damage utilization becomes a suitable
matter for further research because of differences in community characteristics.
Previous research in other locations become problem when the compensatory use
to consumptive behaviour. This research aims to find variations compensatory
utilization behaviour and economy perspective livelihood pattern impacts. This
research uses mixed methods—convergent parallel design—to 50 respondents,
using interview and questionnaire techniques. The results showed variations
compensatory utilization that 7 respondents tend to consumptive behaviour and 43
respondents tend to productive behaviour. Economy impacts showed by increased
revenue and living standards.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi tanah sebagai suatu lahan merupakan salah satu aset yang
diperlukan baik untuk perorangan maupun Kkepentingan umum Yyang
menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti halnya untuk pembangunan
fasilitas umum, pemerintah membutuhkan lahan yang cukup luas (Sutanto,
2022). Pembangunan fasilitas tersebut diantaranya seperti jalan, bendungan,
bandara, jalan tol, maupun fasilitas umum lainnya yang direncanakan secara
massif untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi
nasional. Prioritas nasional pada beberapa tahun terakhir salah satunya berupa
pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteran
masyarakat melalui penyediaan tanah untuk kepentingan umum (Martanto,
Wahyuni dan Christine, 2020). Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan
umum merupakan suatu hal yang beririsan pada hilangnya tanah pertanian
maupun tanah pemukiman yang dimiliki masyarakat.

Ketersediaan tanah negara “bebas” yang tidak dihaki atau diduduki saat
ini sangat terbatas (Sitorus dan Limbong, 2004). Dengan demikian
mempengaruhi eksistensi tanah negara yang tersisa yang dapat digunakan
untuk pembangunan tersebut (Setiowati, Imbiri dan Andriani, 2022). Untuk
mengatasi kondisi demikian, pemerintah membentuk suatu mekanisme berupa
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selanjutnya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan diatur secara teknis melalui
peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol kini sedang
menjadi fokus pemerintah sejak ditetapkannya Perpres No. 109/2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan



Program Strategis Nasional (PSN). Perpres ini mengatur tentang percepatan
pelaksanaan PSN yang perlu lebih dioptimalkan untuk percepatan
pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional.
Salah satu objek yang menjadi lokasi PSN tersebut yaitu rencana pembangunan
jalan tol Jogja-Bawen | yang melintasi bagian timur Kabupaten Magelang.
Pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di area Kabupaten Magelang ini
setidaknya melintasi tujuh kecamatan, tepatnya 44 (empat puluh empat) desa.
Terhitung sejak tahun 2022 tahap pelaksanaan pengadaan tanah telah dimulai
melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Berdasarkan Pengumuman
Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 590/0009895
tanggal 15 Juli 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol
Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah, didalamnya memuat maksud dan
tujuan rencana pembangunan jalan tol yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas
suatu daerah sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat serta
mengurangi kemacetan terutama di wilayah Jawa Tengah dan D.l. Yogyakarta
dengan memberikan alternatif jalan kepada pengguna jalan untuk
mengakomodir pergerakan kendaraan lalu lintas.

Dalam pengumuman tersebut juga dicantumkan letak dan luas tanah
yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan jalan tol Jogja-Bawen yang
direncanakan melintasi beberapa kota/kabupaten, diantaranya Kabupaten
Semarang, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten
Magelang. Selanjutnya sebagai langkah tindak lanjut perencanaan pengadaan
tanah disahkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 tanggal 22
April 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-
Bawen di Kabupaten Magelang. Dalam keputusan gubernur tersebut ditetapkan
desa-desa yang menjadi rencana pembangunan jalan tol, salah satunya yaitu
Desa Bligo Kecamatan Ngluwar. Pelaksana kegiatan pengadaan tanah Jalan
Tol Jogja-Bawen Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menyampaikan
jumlah bidang dari yang terealisasi hingga pembayaran gant rugi di Desa Bligo
sebanyak 451 bidang, yang diantaranya merupakan tanah masyarakat, tanah

kas desa, tanah prasarana dan sarana umum.



Hal yang menarik terjadi pada pengadaan tanah di wilayah tersebut,
dimana biasa kita mendengar bahwa kegiatan pengadaan tanah seringkali
menimbulkan permasalahan terutama dalam pemberian ganti rugi alih-alih
hingga menggugat keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah. Berbicara
mengenai pembebasan lahan tersebut, melalui Dokumen Persiapan
Pengaadaan Tanah (DPPT) yang dibuat oleh instansi yang membutuhkan
tanah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memilih
lokasi pembangunan jalan tol yang jauh dari jangkauan pemukiman padat
penduduk dan dialokasikan pada wilayah pertanian atau perkebunan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Satgas B pada kegiatan pengadaan tanah
jalan tol Jogja-Bawen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang,
menyampaikan bahwa objek tanah yang menjadi objek pembangunan jalan tol
di Desa Bligo didominasi oleh tanah pertanian. Pengadaan tanah pada lahan
pertanian diyakini memiliki keuntungan bagi instansi yang membutuhkan
tanah pada tahap perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaannya yaitu pada
pemberian nilai ganti rugi yang dinilai lebih efektif karena tidak dibutuhkan
biaya ganti rugi fisik berupa bangunan dan asset lainnya yang berdiri di atas
tanah tersebut (Tjanta et al., 2021). Mayoritas subjek yang memiliki dan
menguasai tanah tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Padahal secara
teori, bagi petani fungsi lahan pertanian tersebut bukan hanya digunakan untuk
bercocok tanam secara subsistem, namun juga digunakan untuk membentuk
struktur dan sistem sosial petani (Putra, 2015). Namun dengan adanya
pembebasan lahan yang menjadikan objek tanahnya sebagai objek pengadaan
tanah tidak menimbulkan permasalahan dan aksi protes dari masyarakat
setempat, namun justru masyarakat menerima hasil ganti rugi tersebut.

Dengan diterimanya uang ganti rugi atas pengadaan tanah, maka pihak
yang berhak siap melepaskan tanah dan bangunannya serta memanfaatkan
uang ganti rugi dengan sebaik-baiknya (Ambararum, 2021). Ambararum juga
menjelaskan bahwa pemanfaatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan
cara investasi. Tidak jarang besarnya nominal uang ganti rugi tersebut

dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi, diantaranya membeli mobil, perbaikan



rumah tempat tinggal, dan lainnya yang berdampak bagi peningkatan status
sosial masyarakat (Mustikawati dan Faizah, 2014). Sejalan dengan penelitian
Islamoglu, Apan dan Ayvali (2015) bahwa terdapat pola pembelanjaan dan
pola investasi yang saling berkesinambungan untuk mengembangkan modal
dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah di Desa Bligo
yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022, hingga saat ini tidak terdengar
adanya fenomena gegar budaya atau culture shock para miliarder yang
menggunakan uang ganti rugi untuk perilaku irasional, seperti membeli mobil
secara masif. Padahal fenomena tersebut pada kegiatan pengadaan tanah sering
dijumpai karena adanya hasrat masyarakat yang condong untuk meningkatkan
status sosial, Seperti yang terjadi pada pembangunan kilang minyak PT.
Pertamina di Tuban, Jawa Timur yang hampir satu desa menjadi subjek
pengadaan tanah hingga dijuluki sebagai “kampung miliarder”. Fenomena
demonstration effect ini terjadi karena masyarakat di Tuban mengejar status
sosial dengan menggunakan uang yang tidak sesuai dengan nilai kegunaan
ataupun kebutuhannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian
mengenai pemanfaatan uang ganti rugi yang diterima oleh pihak yang berhak
dari kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo,
Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Di samping itu, peneliti juga akan
mengkaji mengenai dampak penerimaan uang ganti rugi tersebut dalam
perspektif ekonomi, seperti perubahan mata pencaharian, pendapatan dan
pengeluaran, maupun dampak lainnya yang berkaitan dengan dampak jangka
pendek yang diterima oleh pihak yang berhak sejak diterima dan digunakannya
uang ganti rugi tersebut. Dengan demikian, peneliti akan mengangkat judul
penelitian yaitu “Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan
Tol Jogja-Bawen | dan Dampak Pola Penghidupan Pihak Yang Berhak
dalam Perspektif Ekonomi (Studi Kasus: Desa Bligo, Kecamatan

Ngluwar, Kabupaten Magelang)”.



B. Rumusan Masalah
Penilaian tanah guna melakukan pemberian ganti rugi dalam pengadaan

tanah dilakukan oleh appraisal atau penilai yang dilakukan berdasarkan
kondisi fisik maupun nonfisik pada objek yang dituju sehingga menghasilkan
nilai yang variatif pada tiap objek pengadaan tanah. Sesuai dengan UU Nomor
2 tahun 2012 Pasal 33 menyebutkan penilaian untuk menetapkan nilai ganti
rugi pada objek pengadaan tanah diantaranya meliputi tanah, ruang atas dan
bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan
kerugian lain yang dapat dinilai. Dengan unsur-unsur penilaian yang telah
diatur melalui regulasi, tidak menutup kemungkinan penilaian yang dilakukan
oleh tiap jasa penilai menghasilkan nilai yang berbeda yaitu bergantung dalam
penetapan nilai yang wajar. Pemberian nilai ganti rugi yang wajar dapat
memberikan kesempatan bagi pihak yang berhak dalam melakukan tindakan
untuk memanfaatkan uang tersebut. Kecenderungan pemanfaatan dipengaruhi
oleh latar belakang dari pihak yang berhak, seperti kondisi ekonomi, status
sosial, maupun faktor-faktor lainnya. Untuk memperjelas penelitian tersebut,
peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai kerangka berpikir dalam
meneliti kondisi tersebut yaitu :

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak sebelum kegiatan
pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen | di Desa Bligo?

2. Berapa besar penerimaan uang ganti rugi dari pengadaan tanah Jalan Tol
Jogja-Bawen | di Desa Bligo?

3. Bagaimana pemanfaatan uang ganti rugi dan faktor yang mempengaruhi
pihak yang berhak pada kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen
| di Desa Bligo?

4. Bagaimana dampak pemanfaatan uang ganti rugi kegiatan pengadaan tanah
pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen | di Desa Bligo terhadap kondisi
ekonomi pihak yang berhak?



C. Batasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai batasan masalah sebagai upaya untuk

menghindari pembahasan yang diluar dari fokus penelitian, yaitu hanya

mencakup pemanfaatan nilai ganti rugi kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol

Jogja-Bawen di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang serta

dampak bagi pola penghidupan pihak yang berhak dalam perspektif ekonomi.

Pembahasan penelitian ini lebih mengerucut daripada penelitian terhadap

dampak pengadaan tanah secara keseluruhan hingga proses pembangunan.

Sehingga dalam pencarian dan pengolahan data, peneliti memanfaatkan

kondisi terkait perolehan ganti rugi, pemanfaatannya, dan dampak yang

diterima oleh pihak yang berhak. Adapun batasan yang dimaksud adalah:

1.

Penelitian yang dilakukan hanya ditujukan kepada pihak yang berhak yaitu
yang menjadi subjek pembebasan tanah serta pemberian ganti rugi dan
bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum yang terdampak;
Penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi pihak yang
berhak, diantaranya mata pencaharian, pendapatan, dan pengeluaran serta
perubahannya ketika sebelum dan sesudah menerima uang ganti kerugian;
Penelitian dilakukan untuk mengkaji pemanfaatan uang ganti rugi oleh
pihak yang berhak pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo;
Penggunaan frasa “uang ganti rugi” mengandung makna sejumlah uang
yang diterima oleh pihak yang berhak sebagai bentuk pemberian ganti
kerugian pada pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo;
Serta melakukan penelitian dampak dari pemanfaatan uang ganti rugi
tersebut terhadap pola penghidupan dalam perspektif ekonomi, yaitu
berkaitan dengan cara membandingkan dampak positif dan negatif dari
kondisi ekonomi pihak yang berhak sebelum dan sesudah memanfaatkan

uang ganti rugi tersebut.



D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menempuh tujuan diantaranya :

a. Mengetahui besar penerimaan uang ganti rugi dari pengadaan tanah Jalan
Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo;

b. Mengetahui pemanfaatan uang ganti rugi pihak yang berhak pada kegiatan
pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo;

c. Menganalisis dampak pemanfaatan uang ganti rugi kegiatan pengadaan
tanah pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo terhadap kondisi
ekonomi pihak yang berhak;

d. Menganalisis kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak pada kegiatan
pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Bligo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu:

a. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
relevan dan empiris mengenai besaran nominal, pemanfaatan uang ganti
rugi kegiatan pengadaan tanah bagi pihak yang berhak serta bagaimana
dampak pada pola penghidupan dalam perspektif ekonomi yang mereka
dapatkan sejak diterimanya uang ganti rugi tersebut dan digunakan sesuai
dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing pihak yang berhak di
Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

b. Manfaat Sosial
Penelitian ini memberikan gambaran nyata atau realisasi di lokasi
pengadaan tanah mengenai bentuk pemanfaatan uang ganti rugi pengadaan
tanah oleh pihak yang berhak dan bagaimana dampak pada pola
penghidupan dalam perspektif ekonomi yang diterima pihak yang berhak
sejak hilangnya tanah atau bangunan sebagai aset yang dimiliki dan
menjadi objek pembebasan lahan untuk pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-

Bawen.



c. Manfaat Praktis
Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat serta bagi tim pengadaan tanah
dalam menaksir dan mengusulkan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan

milik pihak yang berhak yang diberikan sesuai pemberian harga atau nilai

yang wajar.



BAB VIII
PENUTUP

A. Simpulan

1. Mata pencaharian responden berkaitan dengan jumlah pendapatan dan
pengeluaran bulanan. Masyarakat yang bekerja dan termasuk kelas pekerja
seperti PNS, karyawan swasta, pensiunan, perangkat desa tentu memiliki
pendapatan minimal setara dengan UMR dan bisa menutup semua bentuk
pengeluaran. Sedangkan responden dengan pekerjaan sebagai petani,
buruh, pedagang bahkan ibu rumah tangga dijumpai memperoleh
pendapatan kurang dari Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 atau di bawah
UMR. Budaya atau tradisi sosial “nyumbang” merupakan bentuk
pengeluaran terbesar menurut responden.

2. Nominal ganti rugi dalam penelitian bervariasi mulai dari nominal
tertinggi yaitu sebesar Rp4.603.110.542 dengan luas tanah 2.810m?2
Sedangkan uang ganti rugi terendah yang diterima responden yaitu sebesar
Rp139.854.190 dengan luas tanah 149m?2 Frekuensi jumlah uang ganti
rugi yang sering dijumpai dalam penelitian ini terdapat pada interval
Rp500.000.000 hingga Rp799.999.999 sejumlah 14 responden.

3. Pemanfaatan uang ganti rugi sangat beragam karena disebabkan faktor
seperti persepsi responden sebagai petani, gaya hidup, motif pribadi, dan
kondisi psikologis responden. Adapun dari 50 responden dalam penelitian
ini menunjukkan kecenderungan pemanfaatan uang ganti rugi dalam segi
konsumtif dan produktif. Pada segi konsumtif ditunjukkan oleh 7
responden yang memanfaatkan untuk membeli mobil dan merenovasi
rumah. Sedangkan pada segi produktif ditunjukkan oleh 43 responden
yang berusaha memanfaatkan uang ganti rugi untuk modal usaha, investasi
dan tabungan, membeli sawah dan pekarangan, membangun rumabh,
bahkan didonasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan Desa Bligo.

4. Dengan adanya pemanfaatan uang ganti rugi tersebut menunjukkan bahwa

usaha negara untuk memperhatikan dan meningkatkan ekonomi pihak
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yang berhak melalui pemberian uang ganti rugi sesuai dengan prinsip Nilai
Penggantian Wajar (NPW) ternyata berhasil. Ditunjukkan dari 50
responden dengan variasi jawaban ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju
menyimpulkan bahwa pemberian dan pemanfaatan ganti rugi memberikan
dampak positif bagi mereka yaitu digunakan dan dibelanjakan untuk
memenuhi kebutuhan responden. Fenomena peningkatan pendapatan
ditunjukkan oleh 3 responden yang berhasil memanfaatkan uang ganti rugi
untuk membangun usaha sampingan serta mendapatkan surplus hasil

panen setelah membeli sawah kembali.

B. Saran

1. Pentingnya pendampingan dan bantuan oleh Gapoktan atau Bumdes bagi
masyarakat yang terutama yang memiliki mata pencaharian sebagai petani
atau buruh tani supaya meningkatkan pendapatan karena adanya
peningkatan hasil dan kualitas panen. Serta dengan adanya fenomena
pendapatan di bawah UMR, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan
uang gant rugi dengan bijak sehingga dapat dijadikan sebagai uang
cadangan untuk saat ini dan jangka panjang.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa uang
ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang berhak telah sesuai dan dapat
diterima. Namun pentingnya bagi pihak yang berhak untuk lebih bijak
dalam memanfaatkan uang ganti rugi dengan mempertimbangkan
kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang serta membekali diri dengan
pengetahuan pengelolaan uang yang baik.

3. Harapan peneliti bagi responden agar mengutamakan pemanfaatan uang
ganti rugi untuk motif ekonomi dan diikuti dengan literasi keuangan, yaitu
motif berupa keterampilan dan pengetahuan dalam mengambil keputusan
dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal
ini dilakukan supaya dampak ekonomi yang dirasakan dapat bernilai

positif bagi pola penghidupan pihak yang berhak.
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